
GUBERNU
PERATURAN GUBDRNUR RIAU

NOMO .. TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR RIAU

: a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 12 peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentane
Perta nggu n&iawaban pelaksanaan Anggaran'
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun A::!!aran
2015, perlu ditetapkan peraturan cubernui-Riau
tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaraq Pendapatan dan Belarja Daerah Tahun
Anggaran 2015 sebagai rincian lebih laniut dari
Perianggungjar,r aban pelaksanaan Angg*an
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaral
20ISi

U !3hya berdasarkan pertimbalgan sebagaimana
dimaksud huruf a diatas, perlu menitaokan
Peralu ran Gubern ur ten tan g penja baran pertanggung
Jawaban Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran2O 15.

1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 195g tentans
Penelapan Undang-Undang DaruraL Nomor 19 Tahun
1957 tentang pembentukan Daerah_daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomo. 112.
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun i985 tentang pajak
Burni dan Bangunan (Lembaran wegara nJpubiik
Indonesia Tahun 1985 Nomor OS, famtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33121.
sebagaimana relah diubah dengan Undang Undanj
Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahar Ata!
Undar.rg-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentale paiak
Bumi dan Bangunan (Lembaran t',tegara ne;ublik
Indonesia Tahun 1994 Nomor OZ, tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):

Admin
Typewritten text
48



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lemba-ran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 368Bl:

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentanq
Penyelenggaraan \egara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Koiusi dan Nepotisme (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Neeara Republik
tnoonesla 1\omor Jo/9t:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentats
Kedudukan Prorokoler dan KeuangaJl Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rals/at Daerah fl-embarall
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OO7 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentans
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 47121:

8.

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentans
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S74);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentane
Dana Perimbangan (Lembaran Negara RepubliI
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentans
Sistem lnformasi Keuangan Daerah (l,embaran
Negara Republik Indoqesia Tahun 2OO5 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
l\omor +5/bl:



1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2OO5 tentans
Hibah lLembaran Negara Republik Indonesja Talrun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4577)l

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentans
Pengelolaan Keuangan Daerah lLembararl wegari
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor I4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentals
Pedoman Pembinaan dan pensawasan
PenyeJenggaran PemerinLahan Daerah lLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 165,
Tambahan Lembaran Nega.a Republik Indonesia
Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentans
Slandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor I2g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

15. Peraturan Menteii Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2OII tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
20O6 tentang Pedoman Pengeloiaan Keuangan
Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 4 Taiun
2OO8 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);

18. Peiaturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belaija Daerah
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 (l,embaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pertanggungiawaba! Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar:an
2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016
Nomor 3);

20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2O1O
tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangal
Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah provinsi Riau
Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubatr
dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun
2013 tentang Penrbahan atas peraturan Gubernur
Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentans Sistem dar
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah provinsi Riau
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 6g):



Menetapkar

21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4I Tal|..jlri 2OI4
tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Riau Berbasis
Akrual (Berita Daerah provinsi Riau Tahun 2014
Nomor 411:

22. Perat.ural] Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2Oi4
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah p.ovinsi Riau
Berbasis Akmal (Berita Daerah provinsi Riau Tahun
2014 Nomor 51);

23. Peraturan Gubernur Riau Nomor B Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran pendapatal darr
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 {Be.ita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 8);

24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 43 Tahun 2016
tentang Perubahan Penjabaran Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20i5 (Berita Daerah provinsi Riau Tahun
2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANASN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015

Pasal 1

Laporal realisasi anggaran tahuq 2015 terdiri atas;
a, Perdapatan

1. Pendapatan Asli Daerah Rp 3.476.960.O97.649,19
2.DanaPerimbangan Rp2.54a.627.473.7a9,OO
3. Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah Rp BB5.4S7.23S.OOO.OO

, Jumlah Pendapatan Rp6.91 1.044.805.838,19
b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai Rp 929.662.54I.767,OO
b. Belanja Hibah Rp 936.850.423.000,00
c. Belanja Bantuan

Sosial Rp 855.18O.OOO,0O
d. Belanja Bagi Hasil Rp 1.233.314.132.683,96
e. Belanja Bantuan

Keuangan Rp 983.054.355.388.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 4. 133.737.637.838,96

2. Bela!.ja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang

dan Jasa
c. Belanja Modal

Jumlah Belanja Laigsung
Total Belanja
Surplus/ (Deflsit)

c, Pe@biayaan

Rp 215.518.1 19.360,00

Rp 7.397.229.O25.6 I5,19
Rp 2.014.487.685.48 1.53

Rp 3.627 .234.83O.456.7 2
Rp 7.7 60.97 2.468.295.68
Rp (449 .927 .662 .4sT ,49)

1. Penerimaar Daerah Rp 3.981.811.287.454,74
2. Pengeluaran Daerah Rp O.OO



Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa l€bih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkeoaan

Rc' 3.941.8 | 1.287.454.7 4
Rp 3. 13 1.883.624.997,2s

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi angga.an sebagaimana dimaksud daiam pasal 1

te.cantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

{1} Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

(2) Penjaba.an laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisaikan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Aga. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal

'.'BERNUR RIA

. ARSYADJULTANDI RACHMAN

pada tanggal

RIAU,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2Oi6 NOMO
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